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PPN = DPP x Tarif

Penggantian

0%
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kegiatan pelayanan di dalam Daerah Pabean yang 

menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak 

tersedia untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

Kegiatan Ekspor

JKP

kegiatan yang melekat

pada barang bergerak

yang dikeluarkan untuk 

dimanfaatkan di luar

Daerah Pabean

kegiatan yang melekat

pada barang tidak

bergerak yang berada di 

luar Daerah Pabean

kegiatan pelayanan (selain

kegiatan huruf a & b) yang 

hasilnya diserahkan untuk 

dimanfaatkan di luar Daerah 

Pabean berdasarkan 

permintaan Penerima Ekspor 

Jasa Kena Pajak

a b c

Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan perikatan dan menerima manfaat langsung atas Ekspor Jasa 

Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya
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Jasa Maklon

Jasa Perawatan dan 

Perbaikan

Jasa Pengurusan 

Transportasi (freight 

forwarding) terkait 

barang untuk tujuan 

ekspor

• spesifikasi dan bahan baku dan/atau

bahan setengah jadi disediakan oleh 

Penerima Ekspor JKP;

• bahan baku dan/atau bahan setengah

jadi akan diproses untuk 

menghasilkan BKP;

• kepemilikan atas BKP yang dihasilkan

berada pada Penerima Ekspor JKP; 

dan

• pengusaha jasa maklon mengirim

BKP yang merupakan hasil

pekerjaannya ke luar Daerah Pabean

dengan menggunakan mekanisme

ekspor barang.

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang bergerak yang

dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean
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CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak yang

berada di luar Daerah Pabean

Jasa Konsultansi Konstruksi

Pengkajian Perencanaan Perancangan

bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar Daerah Pabean

meliputi
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CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di

luar Daerah Pabean

penyerahan hasil 

dapat dilakukan 

dengan cara

penyampaian 

langsung atau tidak 

langsung antara lain 

melalui pos dan 

saluran elektronik; 

atau

berupa penyediaan 

hak untuk dipakai 

(akses) di luar Daerah 

Pabean

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya

diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

a. jasa teknologi dan informasi;

b. jasa penelitian dan pengembangan (research and development);

c. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau 

kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;

d. jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa 

konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya 

manusia, jasa konsultansi keinsinyuran (engineering services), jasa 

konsultansi pemasaran (marketing services), jasa akuntansi atau 

pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;

e. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam 

Daerah Pabean untuk tujuan ekspor; dan 

f. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau 

komunikasi/konektivitas data
berdasarkan permintaan Penerima Ekspor 

Jasa Kena Pajak
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BATASAN JASA TEKNOLOGI DAN JASA INTERKONEKSI

Jasa teknologi dan informasi

Jasa interkoneksi, penyelenggaraan 

satelit dan/atau komunikasi/konektivitas 

data

a. layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang 

membutuhkan dukungan teknologi informasi;

b. layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi piranti

keras (hardware), piranti lunak (software), dan/atau jaringan komputer

yang dibutuhkan;

c. layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs web menggunakan

bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi;

d. layanan keamanan teknologi informasi (IT security), antara lain 

perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, 

dan/atau disimpan;

e. layanan pusat kontak (contact center), antara lain pemberian jawaban

dan/atau tindak lanjut atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang 

disampaikan kepada pusat kontak;

f. layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah

pelanggan (client) dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data (data 

processing), dan konfigurasi piranti keras (hardware), piranti lunak

(software), dan/atau jaringan komputer;

g. layanan komputasi awan (cloud computing) dan web hosting, antara lain 

data hosting atau data storage sepanjang server berada di dalam Daerah 

Pabean dan penerima layanan data hosting atau data storage merupakan

penyedia layanan cloud computing atau web hosting; dan

h. layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi

informasi, antara lain pembuatan games, animasi, dan desain grafis.

a. layanan interkoneksi panggilan dan/atau pesan singkat

internasional yang dilakukan oleh penyelenggara

telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara

telekomunikasi luar negeri;

b. layanan transmitter and responder (transponder) satelit

yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri 

kepada penerima layanan di luar negeri, sepanjang

stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan

berada di luar Daerah Pabean;

c. layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh 

penyelenggara satelit dalam negeri kepada

penyelenggara satelit luar negeri, sepanjang stasiun bumi

pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit

dalam negeri berada di dalam Daerah Pabean; dan/atau

d. layanan ketersambungan internet global melalui jaringan

publik atau privat yang dilakukan oleh penyelenggara

jaringan dalam negeri kepada penerima layanan di luar

negeri.
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SYARAT EKSPOR JASA KENA PAJAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN TARIF PPN 0%

Ketentuan

Ekspor JKP

• jenis;

• rincian kegiatan; 

dan

• nilai penyerahan,

Jasa Kena Pajak

didasarkan atas perikatan atau

perjanjian tertulis antara PKP dengan

Penerima Ekspor JKP yang 

mencantumkan dengan jelas:

terdapat pembayaran disertai dengan bukti

pembayaran yang sah dari Penerima Ekspor JKP kepada

PKP sehubungan dengan Ekspor JKP

Kegiatan pelayanan yang tidak memenuhi

ketentuan dianggap sebagai penyerahan

Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

yang dikenai PPN

dan

Jasa Kena Pajak yang dihasilkan dan 

dimanfaatkan di luar Daerah Pabean tidak 

dikenai PPN
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SAAT TERUTANG & FAKTUR PAJAK

Saat terutangnya Pajak 

Pertambahan Nilai atas Ekspor

JKP yaitu pada saat Ekspor

JKP

Saat Eskpor JKP yaitu pada 

saat Penggantian atas jasa

yang diekspor tersebut

dicatat atau diakui sebagai

piutang atau penghasilan

PKP yang melakukan Ekspor JKP wajib 

membuat Faktur Pajak.

Pemberitahuan Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa 

Kena Pajak wajib dibuat melalui Portal Wajib Pajak atau laman

lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP

Faktur Pajak berupa Pemberitahuan Ekspor Barang

Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dengan

dilampiri dengan faktur penjualan (invoice) yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Pemberitahuan Ekspor Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud/Jasa Kena Pajak yang merupakan dokumen

tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak

PMK-

81

PMK-

32

Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak dibuat sesuai dengan

format tercantum dalam Lampiran PMK-32.
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PERUBAHAN PEMBERITAHUAN EKSPOR JKP ATAU BKPTB

Pemberitahuan Ekspor JPK / BKPTB

PMK 32/PMK.010/2019
Pemberitahuan Ekspor BKPTB / JKP

PMK 81 Tahun 2024
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PELAPORAN

Atas kegiatan Ekspor Jasa 

Kena Pajak

dilaporkan sebagai Ekspor Jasa Kena 

Pajak dalam Surat Pemberitahuan

Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Khusus atas kegiatan Ekspor

Jasa Kena Pajak berupa jasa

maklon

dilaporkan sebagai Ekspor JKP dalam

dalam SPT Masa PPN

dilaporkan sebagai Ekspor BKP (yang 

dihasilkan dari kegiatan jasa maklon) 

dalam SPT Masa PPN
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PELAPORAN

PE
JKP/BKPTB

PEB

SPT MASA 

PPN

(jasa maklon)

Pajak Masukan
yang berhubungan langsung dengan 

kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak dapat 

dikreditkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan.




